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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

NOMOR 5 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, 

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan 

mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, 

sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas; 

b. bahwa pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat Daerah 

Istimewa Yogyakarta menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai 

dengan filosofi, dan ajaran moral nilai luhur Budaya; 

c. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah 

menetapkan visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 

2025 sebagai pusat pendidikan, budaya dan tujuan pariwisata terkemuka 

di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan 

sejahtera; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis  Budaya;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 827); 
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3. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya 

Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4408); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional 

Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4496); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama 

dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4769); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5157); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 

Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 

2009  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2009 Nomor 2); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

dan 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah di wilayah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

Kabupaten/Kota.  

5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.  

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

8. Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi 

standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif 

berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan 

potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap 

lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. 

9. Pengelolaan pendidikan berbasis budaya, yang selanjutnya disebut pengelolaan 

pendidikan, adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis 

budaya oleh Pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan 

yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat 

berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan. 

10. Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya, yang selanjutnya disebut 

penyelenggaraan pendidikan, adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan 

berbasis Budaya pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan agar berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk 

mewujudkan karakter bangsa Indonesia yang berbudaya pluralistik, tangguh, unggul 

dalam kancah dunia, guna mencapai kesejahteraan bangsa. 

11. Satuan pendidikan berbasis budaya, yang selanjutnya disebut satuan pendidikan, adalah 

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dengan 

mengedepankan nilai-nilai luhur Budaya. 

12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. 

13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  
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14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi 

satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah 

Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 

15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang 

merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah 

Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain 

yang sederajat. 

16. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah 

pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

17. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi perserta didik yang memiliki tingkat 

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, 

sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 

18. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil 

atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, 

bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 

19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

21. Pendidikan formal berbasis budaya yang selanjutnya disebut pendidikan formal adalah 

jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini 

yang berbentuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi berbasis budaya dan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai-

nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan. 

22. Pendidikan nonformal berbasis budaya yang selanjutnya disebut pendidikan nonformal 

adalah jalur pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang berbasis budaya dan mengembangkan serta mampu 

mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan 

pendidikan. 

23. Pendidikan informal berbasis budaya yang selanjutnya disebut pendidikan informal adalah 

jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbasis budaya dengan mengembangkan 

serta mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan.  

 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berdasarkan Sistem Pendidikan 

Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. 

 


